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ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku usaha mikro kecil melalui program berdasarkan
pernyataan pelaku usaha dalam pendampingan proses produk halal. Metode pengabdian ini
menggunakan pendekatan partisipasi yaitu pendamping dan masyarakat sama-sama terlibat proses
dengan melakukan verifikasi dan validasi langsung ke pelaku usaha. Pengabdian ini berkaitan dengan
matakuliah kewirausahaan, dilakukan dengan tiga langkah dalam proses pendampingan proses produk
halal produk pelaku usaha mikro ini. Tahap pertama yaitu pengajuan berkas dan pendataan pelaku
usaha. Tahap kedua adalah kunjungan dan verifikasi validasi data dan proses produksi. Tahap ketiga
proses penebitan sertifikat halal.. Hasil dari pengabdian melalui pendampingan ini ditemukan produk
yang telah beredar selama ini tidak semuanya sudah memenuhi kriteria halal dan toyyib untuk
dipasarkan. Sehingga tidak semua pelaku usaha yang diverifikasi validasi layak direkomendasikan
untuk memperoleh sertifikat halal bagi produknya. Dua pelaku usaha tidak memenuhi kriteria
selfdeclare, Dua tidak lolos proses verifikasi validasi dan 17 pelaku usaha lainnya dapat menerima
sertifikat halal

Kata Kkunci: proses produk halal; verifikasi validasi;sertifikasi halal; pernyataan pelaku
usaha;kewirausahaan

ABSTRACT

This service aims to assist micro and small business actors through based on business actors' statements
program in assisting the process of halal products. This service method uses a participatory approach,
namely the assistant and the community are both involved in the process by carrying out direct
verification and validation of business actors. This service is related to entrepreneurship courses,
carried out in three steps in the process of assisting the process of halal products for micro business
actors. The first stage is the submission of files and data collection of business actors. The second stage
is the visit and verification of data validation and production processes. The third stage is the process
of issuing a halal certificate. The results of the dedication through this assistance found that not all of
the products that have been circulating so far have met the criteria of being halal and toyyib to be
marketed. So that not all business actors whose validation is verified deserve to be recommended to
obtain halal certificates for their products. Two business actors do not meet the self-declaration
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criteria, two do not pass the validation verification process and 17 other business actors can receive
halal certificates

Keywords: halal product process, validation verification, halal certification, self-declared,
entrepreneurship

PENDAHULUAN

Halal adalah sebuah syarat utama yang wajib dipenuhi dalam setiap produk pangan yang
dikonsumi oleh umat muslim. Kehalalan produk ini dipastikan mulai dari proses, bahan baku yang
digunakan hingga transportasi tahap dari hulu ke hilir proses produk sampai di pemakai atau konsumen
(Ma’rifat and Sari 2017). Halal kini telah menjadi konsep universal. Halal adalah istilah yang secara
eksklusif digunakan dalam Islam yang berarti diizinkan atau halal.

Tidak ada pihak yang dapat mengklaim makanan itu Halal tanpa memenuhi Hukum Islam.
Halal dan non-Halal mencakup semua spektrum kehidupan umat Islam, tidak terbatas pada makanan
dan minuman saja, tetapi juga untuk keamanan, pemeliharaan hewan, keadilan sosial dan lingkungan
yang berkelanjutan. Halal dan Toyyiban yang berarti bersih dan sehat menggambarkan simbol
intoleransi terhadap kebersihan, keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi umat Islam
(Baharuddin et al. 2015).

Faktanya Al-Qur'an ditujukan kepada semua manusia dan bukan hanya Muslim untuk mencari
Halal dan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Orang harus memahami bahwa makanan halal harus
disiapkan dengan cara yang paling higienis yang memenuhi standar keamanan pangan internasional dan
tidak boleh dianggap menyinggung keyakinan agama mana pun. Isu dasar dalam produksi makanan
halal adalah kebersihan, bebas dari 'kontaminasi' dan makanan sehat seperti yang didefinisikan dalam
Al-Qur'an.

Pemerintah Indonesia sangat aktif dan masif dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah.
Ini bisa terlihat dari upaya pemerintah untuk memasyarakatkan industri halal di Indonesia yang saat ini
tidak hanya berfokus pada keuangan tetapi juga telah menyebar ke sektor riil. Sektor riil itu
dikembangkan secara syariah meliputi makanan dan minuman; pakaian; kosmetik; pariwisata; farmasi;
dan media. (Nur, Fathoni, and Sari 2021).

Perkembangan industri halal sangat pesat dan besar di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh
perubahan pandangan masyarakat terhadap aspek halal dan kepedulian terhadap keamanan pangan dan
gaya hidup sehat. Konsumen kini semakin mementingkan keamanan pangan, kesehatan, kealamian,
kesenangan, kenyamanan, informasi dan masalah etika seperti keberlanjutan, pemeliharaan hewan atau
lingkungan dalam makanan yang mereka konsumsi (Vermeir and Verbeke 2006). Sertifikat halal dulu
hanya digunakan sebagai indikator bahan makanan yang dikonsumsi harian. Kepemilikannya sukarela.
Kini pemerintah telah mewajibkan adanya sertifikat halal sebagai jaminan suatu produk. Sertifikasi

halal dianggap sebagai tolok ukur keamanan pangan, jaminan kualitas dan banyak karakteristik manfaat
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yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen Muslim tetapi juga dimaksudkan untuk konsumen non-
Muslim.

Menyadari kebutuhan ini, pengusaha mikro kecil harus memanfaatkan peluang bisnis di
industri Halal yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan. Namun keterlibatan
pengusaha mikro kecil dalam industri makanan halal masih kurang karena berbagai kendala modal,
persaingan, teknologi dan jaringan bisnis yang lemah serta kurangnya pengalaman dari aspek
pemasaran ekspansi bisnis mereka. Dan yang lebih penting adalah pengetahuan tentang kriteria halal
dan toyyib produk mereka.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menaungi Badan Penyelenggara Jaminan Produk
halal (BPJPH) berdasarkan Undang — undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Undang-undang ini mengamanatkan supaya produk yang beredar di negara ini terjamin kehalalannya.
Berdasarkan undang-undang itu pula BPJPH mempunyai tugas dan fungsi menjamin kehalalan produk
yang masuk, yang beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Sebuah era baru dalam sertifikasi halal di
Indonesia.

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum bagi kehalalan produk dibuktikan dengan
Sertifikat Halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya adalah untuk
memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi
masayarakat. Selain itu sebagai nilai tambah bagi produk pelaku usaha (PP No. 39 Tahun 2021 Pasal
6).

Berikut adalah perbedaan aspek kewajiban sertifikasi, penyelenggaraan dan pihak yang terlibat
dalam sertifikasi halal sebelum adanya BPJPH an sesudah adanya BPJPH.

Era Baru Sertifikasi Halal

Aspek Sebelum BPJPH Sesudah BPJPH
Kewajiban Sertifikasi Voluntary/ sukarela Mandatory/ Kewajiban (Pasal 4 UU
33/2014)
Penyelenggara LPPOM MUI BPJPH (Pasal 5UU 33/20149
Pihak Terlibat dan Aktivitas |1. LPPOM MUI 1.BPJPH
(pendaftaran, pemeriksaan, (pendaftaran, fasilitasisidang
fasilitasisidangfatwa) fatwa, penerbitan sertifikat halal)
2. MUI 2.LPH
(sidangFatwa) (pemeriksa dan/pengujian produk)
3. MUI
(sidang Fatwa, Pasal 29-36 UU
33/2014)

Gambar 1. Perbedaan Sertfikat Halal dulu dan sekarang
Sumber : Disarikan oleh Pengabdi
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Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal ada dua jenis. Pendaftaran Reguler dan berdasarkan
Pernyataan Pelaku Usaha (seld declare). Sasaran pengabdian kali ini adalah terhadap dua puluh (20)
pelaku usaha dengan batasan kriteria untuk proses pendaftaran berdasarkan pernyataan pelaku usaha
(selfdeclare).

Gambar 2. Proses Pendaftaran Sertifikat Halal
Sumber : (Kepkaban 33 2022)

Menurut Ahmad Robin Wahab (Wahab 2004), kurangnya pengetahuan, kesadaran dan
pemahaman tentang konsep Halal di kalangan umat Islam dan produsen produk Halal dapat
menyebabkan hilangnya apresiasi terhadap Halal. Oleh itu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan
amat diperlukan dalam hal ini. Nilai-nilai Halal dapat dipopulerkan di kalangan konsumen non-Muslim
jika masyarakat dibuat lebih sadar akan manfaat kesehatan, kebersihan, keselamatan, lingkungan,
keadilan sosial dan perlindungan hewan yang datang bersamaan dengan cara Halal dalam melakukan
sesuatu.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, pengabdi yang juga merupakan Pendamping Proses Produk
Halal bersertifikasi dari BPJPH melakukan pendampingan proses produk halal (PPH). Agar terlakasana
jaminan keamanan produk pangan dari pelaku usaha mikro dan kecil yang beredar di masayarakat.
Sehingga pendampingan PPH ini tidak hanya menargetkan luaran berupa sertifikat halal, tapi juga

edukasi tentang kebersihan, bebas dari 'kontaminasi' dan makanan sehat. Halal dan Toyyib.

METODE PELAKSANAAN
Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipasi, yaitu pengabdi yang merupakan

Pendamping Proses Produk Halal bersertifikat bersama masyarakat terlibat langsung dalam proses
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sertifikasi halal produk makanan dan minuman melalui program self-declare dengan beberapa syarat
dan kriteria. Kegiatan pengabdian sekaligus pendampingan PPH ini dilakukan dalam beberapa
tahapan. 1) Tahap pertama yaitu pengajuan berkas dan pendataan pelaku usaha. 2) Kunjungan dan
verifikasi validasi data dan proses produksi, 3) Proses Penebitan sertifikat halal. Tahapan- tahapan ini

jika diuraikan menjadi;

Jika sesuai kriteria Selfdeclare,
Pendamping melakukan
dokumen permohonan, g verifikasi validasi ke lapangan
skema bahan dan proses untuk memastikan bahan dan
produksi proses produksi.

Pendamping melakukan
pemeriksaan kelengkapan

PU memberikan skema
bahan dan proses

produksi kepada
Pendamping

LPH memeriksa berkas
melakukan verifikasi dan mengirimkannya
validasi online dan > ke BPJPH.
merekomendasikan Mengembalikan bila
permohonan Pelaku ada kriteria yang tidak
Usaha

. . : Pendampin
Pendamping Jika sudah sesuai, pINg

melakukan koreksi, Pelaku Usaha mengisi
mengedukasi dan ad  data dan memberikan g
memberikan alternatif pernyataan kehalalan
solusi dan penilaian produk.

terpenuhi

BPJPH menerima dan
memverifikasi

MUI melakukan sidang

dokumen permohonan el fatwa dan memberikan g Bpsjggﬁiz?%zig;an

kemudian penetapan halal

menyerahkan ke MUL

Gambar 3. Alur Proses Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal
Sumber : Pengabdi (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pengajuan berkas dan pendataan pelaku usaha

Tahap pengajuan dari pelaku usaha ini dimulai dengan Pelaku Usaha memberikan skema bahan
dan proses produksi kepada Pendamping. Komunikasi di tahap ini dapat dilakukan melalu whatsapp
atau pun bertelepon. Pendamping melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, skema
bahan dan proses produksi yang diberikan oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha memberikan berkas-berkas yang diperlukan dalam format foto (.jpg) seperti Foto
copy KTP pelaku usaha/ penanggung jawab usahanya dan foto copy KTP penyelia halal. Foto copy
KTP penyelia halal pada program selfdeclare ini difasilitasi BPJH boleh dari penanggung jawab usaha
atau si pelaku usaha itu sendiri. Selanjutnya adalah foto-foto produk, kemasannya, skema bahan dan
proses produksi.

Pendampingan dilakukan kepada dua puluh (20) pelaku usaha yang berasal dari Kota Serang
dan Kabupaten Serang. Dikelompokkan kepada pelaku usaha yang memenubhi kriteria dan tidak. Sesuai
Keputusan Kepala Badan (BPJPH) Nomor 33 tahun 2022. Ada dua pelaku usaha, yaitu usaha Air Isi
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Ulang dan Catering Rumahan, tidak masuk dalam kriteria selfdeclare. Maka artinya tinggal delapan
belas (18) pelaku usaha yang dapat dilanjutkan proses pengajuan rekomendasi permohonan sertifikat
halalnya. Pelaku Usaha dengan jenis usaha kue kering, kue basah, keripik, olahan ikan, bakery, bumbu
dan tempe. Berikut daftar pelaku usaha yang didampingi;

Daftar Pelaku Usaha

Pendampingan Proses Poduk Halal Selfdeclare

NO NAMA PU MEREK DAGANG PRODUK STATUS
1 AHMAD SUNARTO Amelia Cookies Kue Kering TERBIT SH
2 YENNY OCTAVIA Sambel Pecel Bu Parsi Bumbu TERBIT SH
3 MUHAMMAD FASHIHULLISAN FashQua Air Isi Ulang Bukan Kriteria
4 AGOES POERNOMO Salad Buah Mang Pur Makanan Berbahan dasar buah |Tidak Lanjut
5 NELI HELAWATI Sistik Nely Kue Kering TERBIT SH
6 WITA Dapur Wita Lauk Siap Santap Dikembalikan
7 DEVANI Mekar Asri Keripik TERBIT SH
8 FATIROH Dapur Moomy Alief Bakery TERBIT SH
9 PUTRI YAZMIN RAHMAN Mom Daniel Kitchen Bakery TERBIT SH
10 SALIATUN Ketan Srundeng Emak Kite Kue Basah Menunggu SH
11 SITI ALMUTSIROH BARIATUS SOLEHAH |Kue Umi Amin Kue Basah TERBIT SH
12 SALIATUN Kelapa Serundeng Kite Bumbu TERBIT SH
13 SUDIANTO Krauk Keripik TERBIT SH
14 DEWI ANGGRAWATI Bakso Tahu Jeng Dewi Olahan lkan TERBIT SH
15 HUDRIYAH JB R&U Cemal Cemil Keripik TERBIT SH
16 ERNA HERLIANA SYARIEF Abdi Boga Rasa Bakery Menunggu SH
17 UNAYAH Dapur Une Olahan lkan Menunggu SH
18 AROFIATI HAMAMA Dapur Arof Kue Basah Menunggu SH
19 SYAFAWI Tempe Syafawi Tempe Kedelai Proses tidak memenuhi
20 RUYANI Tempe Ruyani Tempe Kedelai Proses tidak memenuhi

Sumber : Pengabdi (2023)

Kriteria pelaku usaha yang boleh mendapatkan fasilitasi selfdeclare sesuai keputusan Kepala

Badan Nomor 33 (Kepkaban 33) adalah seperti di gambar-gambar berikut;

- P

Penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha
mikro dan kecil yang didasarkan afos pernyataan pelaku

usaha ditenfukan menggunakan kiieria sebagai berikut m

BADAN PUVELNCERRS

Produk yang dihasiikan berupa barang
(bukan osa alow uscha estoran,

KRITERIA

kanfin, catering, don kedaiftumoh/
‘warung mokan)

1 Bahan yang digunakan sudah
dipastikan kehalalannya
Dibukton dengon
@Serfikat halol: afou
@Termosuk dolom doftar bahon sesuoi
Xepuluson Menler Agoma Nomor 1360
fong

Bersertkot Holol
11 B 1950
berbohaya
Jenis produk/kelompok produk yang

Nl Nomor 13 ar s

Induk Berusah \ on, kecuoli berasol da
i A o i ol 2 e e

polong unggas yang sudoh bersertikat halal
'Memilkilokas, fempal, dan alal Proses

Produk Halol (PPH) yang ferpisch dengan
fokasi fempot dan olat proses produk
fidok holol
‘Memilii afau fidok memilki surat kin edar
(PRT/MD/UMOT/UKOT), Serfifka Lok Higiene

Produk fidok berlsiko olay
menggunokan bohan yong
sudah diposiikan keholalonnyo

Proses produks! yorig
dipostikan kehoidannya

Meniki hosil penjuaian fahunan (omsef)
(kiR RRIC0000 firo s bl
yong dibukfikan dengan permyatoon mor

"Menggunakan perclolan produksi dengan
‘manualdan/olou sem ofomatis
(vsoha rumahon bukan usoha pabrt)

Santosi (SLKS)
dengandoos

konon/minuman
o o7 b
5 produk yang
Gnaskn o cultora ol

Memiliki outiet don/atou

(s o
1 [satu) lokosi
‘Secara okiif felah berproduksi 1 (satu)

Proses pengawetan produk yong
radiasi, rekayosa genetika, penggunoan

Melengkapi dokumen pengojuan
sexiifikasiholal dengon mekanisme

pernyataan mandii secara
N
N

Gambar 3 dan 4. Kriteria Pelaku Usaha untuk Selfdelare
Sumber : (Kepkaban 33 2022)
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Sedangkan jenis-jenis makanan dan minuman berdasarkan kriteria tersebut di atas pada
lampiran Kepkaban 33/2022 disebut seperti di gambar-gambar berikut;
el ~

MAKANAN

Hasil Maksimal

a. Susu dan analognya
Makanen pencuct muluft berbahan dasar susu
s krim susu (dairy ice cream|; Es kdm; Es susu

b, Lemak, minyak, dan amulsi minyak
Minyak {ediole):Minyak kemid; Minyak kelapa mentah; Minyak kelapa

c. Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet
Es uniuk dimakan |edible ice); B batu uniuk diual/dikonsums pubiik; Sorbet
Sherbet; Es mengandung susy; ediaan coir yong akan dikensumsi dolam
keadaan beky

d. Buah dan soyur dengan ) dan han bahan pangan
Buah olahan; Buah utuh segar dengen permukaan diber parlakuan dan bahan

tarmbahan pangen; Buah dalam kamasen; Praduk oles barbotis buch
(miseinya chufney}; Sayur, umput lauf, kacang don bifi - bifian segar yang
dilakuken pengolahan dan diberikan bahan fombahan pangan

€ Kembang gula/permen dan cokelaf

MAKANAN

¢ Produk baker

Rofl dan produk buker fowor; Produk baken isfimewa (manis, asin, gudh;
Kua basoh/sen bosah bebahan dasar baras: Kue kering: Puding siap sonfap, dl

h. lkan dan produk perkanan, lermasuk moluska, kruslase, dan ekinodermala

dengan pengolahan dan penambahan bahan lambahan pangan
fecan lan produk perkanan lainnya femasuk moluska, knslase, dan ekinodarmal,
yang teiah mengalom pengolahon; fkan dan produk perkanan temasuk maluska,

Produk kakeo dan cokelat termasuk produk pengganti cokelat; Kembang guia/
pemen meliputl kembang gula keras dan lunok/pemen keras dan lunak, nougats
dan lain-lain: Gula dekorasl/Topping

krustoss don akdnodemiata yang seml awet

1. Telur olahan dan produk-produk felur hasl olahan
Frocuk telur olahan; Telur yang diawefkan, femasuk produk fradisionl elur yang
dawetkan, lermesok dengan cora dbasakan, diosinkan dan dkalengkan

1. Serealla dan produk serealla yang merupaken
produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi,
kacang-kacangan dan empulur dengan
pengolahan dan penambahan bahan
fambehan pangan

Bibijan olahan; Tepung don pafi dengan
penambahan bohan tambahan pangan:
Seraafio unfuk sorapan, lermasuk rolled
oats; Pasta don mic sorta produk scjenisnya
[misalnya rice paper, vemised beras/oihun,
pasta kedelal dan mi kedelai); Makonan

pencuci muluf berbesis sereala dan paf ) £ k. Garam, rempah, sup, saus, salad, seta produk prolein
[P e B Ry f Goram dengan bahan fambahan pangan: Bumbu Hetba dan rempah butut;

lapiokal: Tepung untuk adanan [misaliva i
untuk melapisi permukaan kon atau daging Sous don p(OdUk sepens

ayam|; dan Produk-produk kedeloi

|, Gula dan pemants femasuk mady
Gl polma: Gl don srup lainnyo (misal dose, Siup maple, gula hos); Modu

. fhy 8

B . I\
Gambar 5 dan 6. Jenis Makanan yang masuk dalam Kriteria Pelaku Usaha untuk Selfdelare
Sumber : (Kepkaban 33 2022)

MAKANAN MINUMAN

I Makanan ringan slap santap
Makanan olahan berbahan dasar
kentang, umbi, serealio. tepung atau
pati Ciahan kacang, termasuk kacang
terdopiidon campuran kacang {contoh
dengan buah kering]:
Makanan ringan berbasis kan

m. Kelompok bahan lainnya
Bokery ingredient

n. Pangan skap safi
® Pongan siop saji besbasis nasi
@ Pangan siop sofl berbasis mieDihun
® Pongan siop saji berbasis kentang
® Pangan skap safl berdsasis pasta

Minuman dengan pengolahan

@ Sori buch don sori sayuran;

@ Konsentrat sari buah dan sari sayv;

@ Minuman berbasis air, berperisa, dan porticulated drinks;
@ Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan

@ minuman biji- biian dan sereal panas, kecuali cokelat;
@ Minuman berbasis susu;

@ Minuman Tradisional (botanikal atau rempah)

OBAT

® Pongan siop saji berbasis umbi Obat Tradisional

® Pangan siop saji berbasis rati 0 .Jomy;

® Pangan siop saji berbasis kuah @ Obat herbal terstandor;
® Pongan siop saji berbasis sayuran O Ekstrak bahan alom

@ Pangan siap safi lainmyo

Gambar 5 dan 6. Jenis Makanan yang masuk dalam Kriteria Pelaku Usaha untuk Selfdelare
Sumber : (Kepkaban 33 2022)
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Sehingga dari 20 pelaku usaha, usaha air isi ulang tidak masuk dalam kategori yang dapat
diproses dengan selfdeclare. Begitu juga dengan produk lauk siap santap karena kriteria usahanya
adalah jasa boga. Jadi proses tidak dapat dilanjutkan ke tahap kedua. Sedangkan 18 pelaku usaha lainnya
sudah dapat dipastikan bahwa usahanya dapat difasilitasi selfdeclare. Dilanjutkan ke tahap kedua.

Tahap Kunjungan dan verifikasi validasi data dan proses produksi

Pelaku usaha yang sudah sesuai kriteria Selfdeclare, masuk pada tahap keuda. Yaitu
pendamping melakukan verifikasi validasi ke lapangan untuk memastikan bahan dan proses produksi.
Setelah pelaku usaha dan pendamping menyepakati waktu kunjungan, pelaku usaha dan pendamping

mempersiapkan proses verifikasi dan validasi lapangan.
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Gambar 7,8,9 dan 10. Proses Verifikasi Validasi ke Lapangan. Memastikan proses produksi
Sumber : Pengabdi (2023)
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Pada saat verifikasi validasi proses produksi, ditemukan 2 pelaku usaha tempe belum dapat
direkomendasi untuk diajukan ke BPJH untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena proses
pembuatannya belum memenuhi segi kebersihan dan prosesnya berresiko terkontaminasi tinggi

Kemudian data dan skema bahan baku produk. Mulai dari jenis bahan, merek bahan, produsen
bahan, tanggal berlaku sertifikat halal bahan dan nomor sertifikat halal bahan. Nomor sertifikat halal

bahan ini dapat dicari di website www.infohalal.go.id. Tinggal mencocokkan berdasarkan apa yang

tertera di kemasan bahan tersebut.

Gambar 12 dan 10. Proses Verifikasi Validasi ke Lapangan. Memastikan bahan baku.
Sumber : Pengabdi (2023)

Pendamping melakukan koreksi terhadap bahan dan proses produksi. Memastikan proses
produksinya aman dari resiko tercemar yang tidak halal dan tidak bersih serta memperhatikan ketahanan
dan keamanan pangan produk. Pendamping berkewajiban mengedukasi pelaku usaha yang belum
memenuhi halal dan toyyib dan memberikan alternatif solusi dan penilaian apakah produknya sesuai

untuk direkomendasikan.
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Gambar 13. Proses Edukasi, koreksi dan diskusi mencari solusi saat
Verifikasi Validasi ke Lapangan
Sumber : Pengabdi (2023)

Selanjutnya Jika sudah sesuai, Pelaku Usaha mengisi data pelaku usaha dan produknya di

www.ptspsihalal.go.id dengan terlebih dahulu pendamping membuatkan akunnya. Meskipun kondisi di

lapangan masih banyak terjadi pelaku usaha yang gaptek sehingga pendamping yang membantu

mengiputkan data. Setelah itu pelaku usaha memberikan pernyataan kehalalan produk.

Gambar 14 dan 15 Salah satu contoh proses produksi yang tidak dapat direkomendasikan untuk
sertifikasi. Mencuci bahan baku di sungai yang tidak mengalir
Sumber : Pengabdi (2023)
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Tahap (Rangkaian) Proses Penebitan sertifikat halal
Berdasarkan data yang diinput dan pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha,

pendamping melakukan verifikasi dan validasi online di web www.ptspsihlala.go.id . Untuk selanjutnya

dikirim sebagai rekomendasi sertifikat halal pelaku usaha yang bersangkutan ke BPJPH. LPH
memeriksa berkas dan mengirimkannya ke BPJPH. Mengembalikan bila ada kriteria yang tidak
terpenuhi.

BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen permohonan kemudian menyerahkan ke MUI.
MUI melakukan sidang fatwa dan memberikan penetapan halal. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
Dari 20 pelaku usaha, 2 tidak sesuai kriteria, 2 tidak lolos proses verifikasi dan validasi dan 16 dapat

menerima sertifikat halal.

SIMPULAN

Konsep keutuhan Halal, tidak hanya mencakup persyaratan Syariah, tetapi juga konsep
keberlanjutan, aspek kebersihan, sanitasi dan keamanan, sehingga makanan halal mudah diterima oleh
konsumen yang peduli dengan keamanan pangan dan gaya hidup sehat. Pendampingan PPH bukanlah
proses sekedar rekomendasi dan penerbitan sertifikat halal. Namun tanggung jawab memastikan bahwa
yang akan memiliki sertifikat halal itu memang layak dan pantas mendapatkannya sebagai produk yang

bersertifikasi halal.
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